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BUPATI   WAKATOBI 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR  23 TAHUN  2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.A TAHUN 
2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH 

KABUPATEN WAKATOBI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitasi 
Kesehatan Tingkat Pertama, maka Peraturan 

Bupati Nomor 13.A Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan 

Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat  
Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 

perlu ditinjau kembali; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 13.A Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program 
Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan 

Tingkat  Pertama Milik Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5234); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4593); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana 

telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 81); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 

2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1257) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
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Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 

2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 435); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 
Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 

2008 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 

diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 

22. Peraturan Bupati Nomor 13.A Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program 
Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan 
Tingkat  Pertama Milik Pemerintah Kabupaten 

Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2014 Nomor 13.A) 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 13.A TAHUN 2014 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON 
KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN 
WAKATOBI. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 

13.A Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non 

Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di 
Fasilitas Kesehatan Tingkat  Pertama Milik Pemerintah 
Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten 

Wakatobi Tahun 2014 Nomor 13.A) diubah sebagai 
berikut : 

Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 

(4) diubah dan ditambah 4 ayat, yakni ayat (5), ayat (6) 
ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 9 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran 

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b, dimanfaatkan untuk : 

a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis 

habis pakai; dan 

b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, meliputi : 

a. belanja barang operasional, terdiri atas :  

1. pelayanan kesehatan dalam gudang; 

2. pelayanan kesehatan luar gudang;  

3. operasional dan pemeliharaan kendaraan 
puskesmas keliling; 

4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 

5. administrasi, koordinasi program dan sistem 

informasi; 

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

kesehatan; dan/atau 

7. pemeliharaan sarana dan prasarana. 

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana 

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis 
habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang 

terkait dengan dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan 
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi 

dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(4) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis 
habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang 

terkait dengan dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di 

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus berkonsultasi secara tertulis kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. 

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus mempertimbangkan ketersediaan yang 
dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

(6) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus berpedoman pada formularium nasional. 

(7) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang 
dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium 

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dapat menggunakan obat lain termasuk obat 

tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka 
secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan 

Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, 
bahan medis habis pakai dan biaya operasional 
pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan.   

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Wakatobi. 

 

   Ditetapkan di   Wangi-Wangi 

            pada tanggal    1 – 7 - 2016 
 

  BUPATI WAKATOBI, 
                                                                          
          TTD/CAP 

 

 

        H. ARHAWI 
 

Diundangkan di  Wangi-Wangi 

pada tanggal   1 – 7 - 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 

   TTD/CAP 

                            
      H. SUDJITON 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 23 


